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BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan
Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Jogja — Bawen di Kabupaten Magelang
khususnya di Kecamatan Kecamatan Ngluwar, Desa Karangtalun, Dusun
Karangtalun, Jawa Tengah belum seluruhnya seluruhnya sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Uumum. Dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah terdapat
beberapa kendala yang menghambat penyelesaian pembangunan jalan tol
tersebut. Ada beberapa orang pemilik tanah yang berdomisili diluar daerah
sehingga menyebabkan proses identifikasi tanah sedikit terhambat.

B. Saran
Secara procedural pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum perlu untuk dilaksanakan secara bertahap sehingga
mengenai proses validasi sebaiknya dilaksanakan melalui media digitalisasi
untuk memudahkan proses validasi pemberkasan yang tujuannya untuk
membuktikan kepemilikan tanah. Dalam hal terdapat tumpang tindih antar
aturan maka sebaiknya aturan yang dipergunakan ialah aturan yang
menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat yang berpedoman pada asas-
asas hukum. Dengan demikian proses implementasi suatu aturan tersebut

bertujuan pada asas kemanfaatan.
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